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NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL:  

IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK 1 

Oleh:  
Ajib Rakhmawanto 

 

A. PENDAHULUAN  1 
 
Dalam etika ilmu administrasi 

negara ditegaskan bahwa birokrasi 
pemerintah seyogyanya harus ne-
tral dari kepentingan politik, hal ini 
dimaksudkan agar Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dapat bekerja penuh se-
bagai pelayan publik. Untuk menda-
patkan PNS yang profesional dalam 
tatanan birokrasi harus dibedakan 
secara jelas antara jabatan politik 
dengan jabatan karier PNS. Kedua 
macam jabatan dalam birokrasi ini 

                                                 
1
 Tulisan ini merupakan rangkuman dari hasil 

penelitian dengan judul “Dampak Netralitas Terhadap 
Kinerja pegawai negeri sipil”, dilakukan oleh Tim 
Peneliti: Ajib Rakhmawanto, Siti Djaenab, Makmun. 

masing-masing mempunyai peran 
dan tugas yang berbeda.  

Pejabat politik adalah pejabat 
yang diangkat secara politis dari 
partai pemenang pemilu; seperti 
para Anggota Legislatif, Presiden, 
Menteri, Gubernur, Bupati, dll.  
Sedangkan pejabat karier birokrasi 
adalah pejabat profesional yang di-
tetapkan atas pertimbangan karier-
nya sebagai pegawai pemerintah 
dalam hal ini PNS; misal pejabat 
Struktural (Eselon) seperti Kepala 
Lembaga Pemerintah Non Depar-
temen (LPND), Setjen, Dirjen, 
Irjen. Setingkat Eselon II seperti; 
Direktur, Kepala Biro, Kepala 
Pusat. Kemudian Eselon III seperti 
Kabag, Kabid, Kasubdit dll.  

Abstrak 
 

Penelitian netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk mengidentifikasi; (1) 
Dampak netralitas terhadap kinerja PNS, (2) Sejauhmana kinerja PNS akan menghasilkan 
mutu pelayanan publik yang baik. Data dihimpun dari hasil kuesioner dan wawancara dari 
para responden, yaitu PNS (Staf, Eselon IV, III, II) dan masyarakat umum. Untuk 
menjelaskan permasalahan dipakai beberapa konsep yang relevan, yaitu Konsep 
Netralitas, Konsep Kinerja, dan Konsep Pelayanan Publik. Adapun hasil penelitian 
menunjukan bahwa; (1) Dampak netralitas terhadap kinerja PNS bernilai positif, artinya 
semenjak diberlakukan kebijakan neralitas, kinerja PNS mengalami peningkatan dan 
mereka sudah tidak berpolitik praktis, (2) Kinerja PNS sudah memberikan dampak yang 
positif/baik terhadap pelayanan publik, artinya dengan adanya peningkatan kinerja PNS 
mutu pelayanan publik juga meningkat. 

 
Kata Kunci: Netralitas, Kinerja, Pelayanan Publik 
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Kalau melihat sejarah politik 
bangsa Indonesia, sejak dulu selalu 
menimbulkan persaingan tidak 
sehat, yang berdampak buruk pada 
tatanan birokrasi. Peran dan fungsi 
lembaga kurang jelas, bahkan 
sering terjadi benturan kepentingan 
antar lembaga pemerintahan. Hal 
ini lebih diakibatkan tidak adanya 
tatanan lembaga pemerintah secara 
jelas, disamping itu birokrasi di 
Indonesia selalu dicampuradukkan 
dengan kepentingan politik praktis. 
Seperti dikatakan Thoha (2003: 
179) bahwa dari awal kemerdekaan 
kabinet parlementer, partai-partai 
politik dipemerintahan selalu me-
nanamkan pengaruhnya kepada 
pejabat dan pegawai dipemerintah-
an. Kejadian ini terus berlangsung 
pada masa orde baru hingga 
reformasi. Menurut Manihuruk 
bahwa keberadaa masing-masing 
partai politik berusaha menarik 
birokrat/PNS menjadi anggotanya, 
mereka kebanyakan menyambut 
dengan harapan karirnya akan 
dapat menanjak (dalam... Affandi, 
2002:7). Hal ini menciptakan per-
saingan tidak sehat, menimbulkan 
benturan, dan menyebabkan pe-
nurunan kinerja PNS.  

Sejarah ini membuktikan 
bahwa ada sisi negatif antara PNS 
dangan partai politik, dan ini telah 
menjadikan budaya tersendiri 
dalam birokrasi di Indonesia. 
Loyalitas PNS telah ditanamkan 
secara ganda, satu sisi harus loyal 
kepada pemerintah sebagai pelayan 
publik disisi lain kepada partai 

politik yang menguasai pemerintah-
an. Kondisi ini mengakibatkan PNS 
menjadi ter-kotak-kotak dan tidak 
berkonsentrasi pada tugasnya se-
bagai pelayan publik. 

Hal yang lebih buruk lagi 
terjadi dalam pengembangan karier 
PNS, dimana profesionalisme PNS 
tidak diukur dari kualitas, prestasi, 
dan kompetensinya, tetapi lebih 
banyak diwarnai pada pertimbang-
an politik. Hal ini sangat tidak 
menguntungkan, baik dari aspek 
pengembangan PNS, maupun dalam 
pembangunan bangsa. Koreksi ter-
hadap masalah ini tentunya bangsa 
Indonesia menginginkan adanya 
pemerintahan yang berwibawa, 
berdayaguna, dan berhasilguna. 
Maka dari itu secara nyata diperlu-
kan PNS yang bersatupadu, ber-
disiplin, dan mampu melaksanakan 
tugasnya dalam bidang pemerin-
tahan, pembangunan, dan pelayan-
an kepada masyarakat bukan ber-
afiliasi pada kepentingan politik.  
 
 
B. PERMASALAHAN 

 
Ada 2 (dua) permasalahan 

mendasar berkaitan dengan netral-
itas PNS ini; pertama, bagaimana-
kah dampak netralitas terhadap 
kinerja PNS? Kedua, sejauhmana 
kinerja PNS akan menghasilkan 
mutu pelayanan publik yang baik? 
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C. TUJUAN PENELITIAN  
 
1. Mengidentifikasi dampak ne-

tralitas terhadap kinerja PNS. 

2. Mengidentifikasi sejauhmana ki-
nerja PNS akan menghasilkan 
mutu pelayanan publik yang 
baik. 

 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
 
1 Mendapatkan kondisi obyektif 

tentang kinerja PNS setelah di-
berlakukannya kebijakan netra-
litas PNS. 

2 Mendapatkan informasi sejauh-
mana kinerja PNS akan meng-
hasilkan mutu pelayanan publik 
yang baik. 

 
 
E. LANDASAN TEORITIS 
 
1. Netralitas PNS 

Studi tentang birokrasi dari 
seorang filosof Jerman bernama 
Friederich Hegel menilai bahwa bi-
rokrasi seharusnya melayani kepen-
tingan umum, karena kenyataan ke-
bijaksanaan-kebijaksanaan negara 
sering kali hanya menguntungkan 
sekelompok orang saja dalam suatu 
masyarakat (Soebhan, 2000: 214). 
Hegel berpendapat bahwa birokrasi 
merupakan suatu jembatan yang 
menghubungkan antara negara 
(pemerintah) dengan masyarakat-
nya (publik). Artinya membicarakan 
birokrasi dalam konteks perlunya 

menciptakan struktur yang dapat 
menjembatani antara negara yang 
merefleksikan kepentingan umum, 
dengan civil society yang terdiri 
dari berbagai kepentingan khusus 
dalam suatu masyarakat. 

Hegel memandang bahwa 
dalam birokrasi ada kekuatan 
politik yang datang dan pergi 
sebagai kekuatan yang menguasai 
pemerin-tahan, dan birokrasi dalam 
pelaksana kebijakan pemerintah 
adalah merupakan dua hal yang 
tidak dapat dipisahkan, tetapi 
dapat dibedakan. Menurut Hegel 
birokrasi berada ditengah-tengah 
antara pemerintah dan masyarakat, 
artinya birokrasi sebagai mediator 
yang menghubungkan kedua ke-
pentingan general (pemerintah) 
dan partikular (kekuatan parpol 
dalam masyarakat) (Thoha, 2003: 
24). Dengan kata lain bahwa 
birokrasi Hegelian menekankan 
posisi birokrasi harus netral ter-
hadap kekuatan-kekuatan masya-
rakat lainnya. 

Ilmuwan lain seorang teorisasi 
birokrasi modern yang sangat ter-
kenal idenya dan sering dijadikan 
acuan ilmuan saat ini dalam pena-
taan pemerintahan adalah Max 
Weber. Bagi Weber birokrasi atau 
aparat pemerintah merupakan 
unsur penting bagi pertumbuhan 
dan perkembangan dari organisasi 
pemerintahan. Organisasi pemerin-
tah merupakan alat untuk men-
capai tujuan tertentu dalam suatu 
negara. Oleh karena itu perhatian 
Weber tertuju pada struktur yang 
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diatur secara normatif dan punya 
mekanisme untuk mempertahankan 
struktur tersebut. Hal ini merupa-
kan unsur formal yang menjadi ciri 
khas Weber dengan ideal type of 
bureaucracy-nya. Menurut Weber 
tipe ideal birokrasi itu adalah ingin 
menjelaskan bahwa suatu birokrasi 
atau administrasi mempunyai 
bentuk yang pasti, dimana semua 
fungsi dijalankan dalam cara-cara 
yang rasional. 

Model birokrasi Weberian yang 
selama ini dipahami merupakan 
sebuah mesin yang disiapkan untuk 
menjalankan dan mewujud-kan 
tujuan-tujuan yang ingin dicapai-
nya. Dengan demikian setiap p-
egawai dalam birokrasi pemerintah 
merupakan penggerak dari sebuah 
mesin yang tidak mempunyai ke-
pentingan pribadi. Kaitannya deng-
an itu maka setiap pejabat peme-
rintah tidak mempunyai tanggung-
jawab publik kecuali pada bidang 
tugas dan tanggungjawab yang 
dibebankan kepadanya. Sepanjang 
tugas dan tanggungjawab sebagai 
mesin itu dijalankan sesuai dengan 
proses dan prosedur yang telah 
ditetapkan, maka akuntabilitas 
pejabat birokrasi pemerintah telah 
diwujudkan. Pemikiran seperti ini 
menjadikan birokrasi bertindak 
sebagai kekuatan yang netral dari 
pengaruh kepentingan klas, politik, 
atau kelompok tertentu. 

Aspek netralitas dari fungsi 
birokrasi pemerintahan dalam pe-
mikiran Weber dikenal sebagai 
konsep konservatif bagi para 

pemikir pada zaman itu. Weber 
menganggap bahwa birokrasi di-
bentuk harus independen dari 
kekutan politik, artinya birokrasi 
pemerintah diposisikan sebagai 
kekuatan yang netral. Netralitas 
birokrasi bukan diartikan untuk 
menjalankan kebijakan atau pe-
rintah dari kekuatan politik, tetapi 
lebih diutamakan kepada kepen-
tingan negara dan rakyat secara 
keseluruhan. Sehingga siapapun 
kekuatan politik yang memerintah, 
birokrat dan birokrasinya tetap 
memberikan yang terbaik kepada 
masyarakatnya. 

Sedangkan dalam Ilmu Admi-
nistrasi Negara menurut Sondang 
(1994:6) ditekankan bahwa biro-
krasi pemerintah harus “netral”, 
artinya prinsip ini diintepretasikan 
dengan mengatakan bahwa biro-
krasi pemerintah harus tetap ber-
fungsi sebagaimana mestinya, ter-
lepas dari pengaruh parpol mana-
pun yang berkuasa karena menang 
dalam pemilihan umum. Intepretasi 
demikian dianggap tepat sepanjang 
parpol yang berkuasa tetap ber-
pegang teguh pada tujuan negara 
yang bersangkutan dan meng-
operasionalkan mekanisme kerja, 
sehingga berbagai upaya pen-
capaian tujuan berlangsung dengan 
efisien, efektif, dan produktif. 
Persoalannya menjadi lain apabila 
ada indikasi parpol yang berkuasa 
hendak mengubah filsafat negara, 
tujuan nasional, dan sistem politik 
yang sudah ditentukan dan sejak 
semula disepakati. Dalam situasi 
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demikian, yang harus menonjol 
tentunya peran birkrasi selaku 
aparatur negara dan intepretasi 
yang tepat tentang netralitas 
adalah mempertahankan ideologi 
negara, tujuan nasional, serta 
bekerja keras. Singkatnya, birokrasi 
pemerintah tidak boleh membiar-
kan dirinya menjadi alat suatu 
kekuatan politik tertentu.  

Lebih lanjut Sondang 
(2001:135) mengatakan bahwa 
netralitas tidak boleh diinterpre-
tasikan sebagai sikap “menurut 
secara membabi buta”, misalnya 
jika terjadi pergantian partai 
politik yang memegang tumpuk 
pemerintahan karena menang 
dalam suatu pemilihan umum dan 
partai politik tersebut menentukan 
kebijaksanaan yang berakibat pada 
perubahan radikal dalam hal eksis-
tensi negara, teori modern meng-
ajarkan bahwa aparatur peme-
rintah tidak boleh netral terhadap 
kebijaksanaan demikian. Tegasnya 
jika eksistensi dan keutuhan negara 
sebagaimana dimaksud oleh para 
pendiri negara terancam, aparatur 
pemerintah justru tidak boleh 
bersikap netral melainkan harus 
berada di garis yang pa-ling depan 
untuk membela dan menjamin 
keutuhan negara. 

Sedang Netralitas birokrasi 
menurut Thoha (2003:168) pada 
hakekatnya adalah suatu sistem di-
mana birokrasi tidak akan berubah 
dalam memberikan pelayanan ke-
pada masternya (partai politik yang 
memerintah), biarpun masternya 

berganti dengan master (parpol) 
lainnya. Birokrasi dalam memberi-
kan pelayanan harus berdasarkan 
profesionalisme bukan karena ke-
pentingan politik, dan apabila biro-
krasi memberikan pelayanan karena 
kepentingan politik itu merupakan 
tindakan yang jelas-jelas tidak ter-
puji. 

Dunleavy dan O’Leavy me-
nerangkan bahwa terdapat be-
berapa model yang dapat diper-
gunakan untuk mengatur birokrasi 
pemerintah (to govern) terhadap 
intervensi parpol, yaitu (Thoha 
(2003:171-172). 

Pertama: Model Perwakilan 
Konstitusional (Constitusional – Re-
presentative Government Model), 
menandang bahwa pegawai peme-
rintah sebagai mesin birokrasi harus 
netral dari pengaruh pejabat-
pejabat pemerintah (political 
appointees). Netral dalam hal ini 
maksudnya mempunyai keinginan 
dan mampu melayani secara sama 
(equal effectiveness) kepada per-
bedaan administrasi yang datang 
silih berganti. Model ini meng-
hendaki dalam pemerintahan ada 
pejabat politik yang berasal dari 
kekuatan parpol dalam lembaga 
parlemen, dan ada pejabat biro-
krasi yang merupakan pejabat 
karier dalam hirarki birokrasi pe-
merintahan. 

Kedua: Model Penghitungan 
Pluralis (Pluralist-Account Model), 
memandang bahwa selain mengakui 
adanya parpol sebagai wadah yang 
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menampung aspirasi rakyat, maka 
masih dimungkinkan berkumpulnya 
rakyat ke dalam kelompok-kelom-
pok kepentingan yang bukan 
parpol. Suatu organisasi peme-
rintah merupakan sebagian dari 
kelompok kepentingan lain yang 
ada dalam masyarakat. Dengan 
demikian, pegawai pemerintah 
harus netral dari pengaruh/ 
kepemihakan parpol. 

Ketiga: Model Otonomi Demo-
kratis (The Autonomy of The Demo-
cracy Model), memberikan solusi 
agar birokrasi pemerintah punya 
otonomi dalam menentukan kebi-
jakan, akan tetapi tidak dapat me-
lepaskan dari kepentingan kelom-
pok-kelompok kepentingan. Dalam 
proses pebuatan kebijakan publik 
apabila birokrasi pemerintah tidak 
mempunyai preferensi yang baik, 
maka isu-isu kebijakan mudah di-
pengaruhi kelompok-kelompok ke-
pentingan. Hanya kelompok ke-
pentingan yang sama dan sejalan 
dengan parameter yang ditentukan 
oleh preferensi birokrasi peme-
rintah, dapat masuk dalam jaringan 
pembuatan kebijakan. 

Keempat: Model Kanan Baru 
(New Right Model), menyatakan 
bahwa ada suatu dinamika ke 
dalam (an internal dynamic), di-
mana birokrasi pemerintah cen-
derung berbuat tidak efisien dan 
tumbuh berkembang dalam mesin 
pemerintahan. Model ini berpen-
dapat bahwa parpol dan kelompok 
kepentingan sebagai kejahatan 
yang sempurna (unmitigated evil) 

dalam pemerintahan, karena efi-
siensi pemerintahan dapat ter-
cabik-cabik dalam fragmentasi ke-
pentingan politik tertentu. 

Ketentuan tentang netralitas 
PNS juga diatur dalam Undang-
undang No 43 Tahun 1999 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang No 
8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok 
Kepegawaian. Dalam Pasal 3 yang 
terdiri dari tiga ayat menyebutkan; 

(1) Pegawai Negeri berkedudukan 
sebagai unsur aparatur negara 
yang bertugas memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
secara profesional, jujur, adil, 
dan merata dalam penyeleng-
garaan tugas negara, pemerin-
tah, dan pembangunan. 

(2) Dalam kedudukan dan tugas 
sebagaimana dimaksud ayat (1), 
Pegawai Negeri harus netral dari 
pengaruh semua golongan dan 
partai politik serta tidak dis-
kriminasi dalam memberikan 
pelayanan masyarakat. 

(3) Untuk menjamin netralitas 
Pegawai Negeri, Pegawai Negeri 
dilarang menjadi anggota dan 
atau pengurus partai politik. 

Dalam penjelasan butir 6 UU 
tersebut menegaskan bahwa dalam 
upaya menjaga netralitas pegawai 
negeri dari pengaruh parpol dan 
untuk menjamin keutuhan, ke-
kompakan, dan persatuan pegawai 
negeri, serta agar dapat memusat-
kan segala perhatian, pikiran, dan 
tenaganya pada tugas yang di-
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bebankan kepadanya, maka pega-
wai negeri dilarang menjadi ang-
gota atau pengurus parpol. Oleh 
karena itu, pegawai negeri yang 
menjadi anggota dan atau partai 
politik harus diberhentikan dengan 
hormat atau tidak dengan hormat. 

Bunyi pasal 3 Undang-undang 
tersebut jelas sekali bahwa tujuan 
pelarangan PNS menjadi anggota 
dan atau pengurus partai politik 
adalah semata-mata demi kepen-
tingan berbangsa dan bernegara, 
tertama menyangkut peran PNS 
dalam fungsinya sebagai pelayan 
publik yang profesional, jujur, adil, 
dan bermoral. 

 
2. Kinerja PNS 

Dalam suatu organisasi, baik 
private maupun public kinerja me-
rupakan aspek yang sangat penting 
sebagai upaya dalam pencapaian 
suatu tujuan. Kinerja organisasi 
tidak akan lepas dari peran individu 
dalam melaksanakan tugas pe-
kerjaannya, karena individu atau 
karyawan merupakan motor peng-
gerak jalannya organisasi. Menurut 
Mangkunegoro (2000: 67) kinerja 
atau prestasi kerja dijelaskan 
sebagai hasil secara kualitas dan 
kuantitas yang dicapai seorang 
pegawai dalam melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tanggung-
jawab yang diberikan kepadanya. 
Deasler (1995:528) mengatakan 
ada dimensi-dimensi prestasi kerja 
secara individual seperti kualitas 
atau kuantitas yang perlu dinilai, 
dimensi-dimensi prestasi kerja 

hendaknya berdasarkan atas peri-
laku agar semua pengharkatan 
(penilaian) dapat dilakukan dengan 
bukti-bukti obyektif dan dapat 
diamati. Hal ini mencerminkan 
bahwa baik buruknya kinerja tidak 
hanya ditentukan dari tingkat kuan-
titas yang dihasilkan seseorang 
dalam bekerja, tetapi juga harus 
diukur dari sisi kualitasnya. 

Menurut Bernardin dan Russel 
sebagaimana dikutip oleh Gomes 
(2000:135) bahwa performance 
atau kinerja adalah catatan out-
come yang dihasilkan dari fungsi 
suatu catatan pekerjaan tertentu 
atau kegiatan selama periode 
waktu tertentu. Dalam prakteknya, 
banyak faktor yang mempengaruhi 
kinerja, seperti dikatakan oleh 
Tiffin dan Mc Cormick (dalam... 
Widodo, 2004:77) bahwa kinerja 
individu berhu-bungan dengan indi-
vidual variabel dan situasional 
variabel. Individual variabel adalah 
variabel yang berasal dari dalam 
diri individu yang bersangkutan, 
misalnya: kemampuan, kemauan, 
kepentingan, dan kebutuhan-kebu-
tuhan tertentu. Sedangkan situasio-
nal variabel adalah variabel yang 
bersumber dari situasi pekerjaan 
yang lebih luas, misal pelaksanaan 
supervisi, iklim organisasi, hubung-
an kerja, dan sistem pemberian 
imbalan. Berbeda dengan Maier 
(dalam... Widodo, 2004:78) yang 
berpendapat bahwa kinerja pega-
wai dalam suatu organisasi di-
tentukan oleh ability dan moti-
vation yang dimiliki oleh pegawai 
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itu sendiri. Hal tersebut dirumus-
kan oleh Maier sebagai berikut: 

 
Performance = Motivation x 

Ability 
 

Ketentuan diatas tampak 
bahwa kinerja merupakan hasil 
perkalian antara motivasi dengan 
kemampuan. Jadi kalau ditelaah 
dengan sistematis: kinerja akan 
mempunyai nilai nol apabila moti-
vasi dan kemampuan tidak ada, dan 
akan semakin tinggi jika nilai dari 
skala satu unsur tersebut ber-
tambah. Menurut Rampersad 
(2005:70-72) ada faktor penentu 
keberhasilan, tujuan, tolok ukur 
kinerja, dan target pribadi antara 
lain: Pertama, faktor keuangan, 
yaitu masalah kesehatan  keuangan 
tempat kerja. Kedua, faktor inter-
nal yaitu masalah berjuang meraih 
kesehatan fisik dan mental. Ketiga, 
faktor eksternal yang meliputi: (a) 
Dihargai keluarga, teman rekan 
kerja, dan pimpinan; (b) Meng-
hasilkan pekerjaan berkualitas 
tinggi; (c) Bekerjasama secara 
selaras, saling menolong, meng-
ilhami orang lain, dan saling 
berbagi pengetahuan. Keempat, 
faktor pengetahuan dan pem-
belajaran yang meliputi; (a) Ber-
prakarsa, belajar dari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan mengem-
bangkan diri; (b) Belajar mengenai 
hal-hal yang baru. Dari beberapa 
pendapat tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi kinerja se-
seorang, pada dasarnya terdiri dari 

individual variabel, situasional 
variabel, motivation, dan ability 
(Widodo, 2004:78-79). 

Untuk mengetahui kinerja 
seseorang harus ditetapkan standar 
kinerjanya. Standar kinerja meru-
pakan tolok ukur dari perbandingan 
antara apa yang telah dilakukan 
dengan apa yang diharapkan sesuai 
dengan pekerjaan atau jabatan 
yang dipercayakannya. Ruky 
(2001:7) mengidentifikasi faktor 
yang berpengaruh terhadap tingkat 
pencapaian kinerja organisasi; 

1. Teknologi, yang meliputi per-
alatan kerja dan metode kerja 
yang digunakan untuk meng-
hasilkan produk atau jasa yang 
dihasilkan oleh organisasi. Se-
makin berkualitas teknologi 
yang digunakan, maka semakin 
tinggi tingkat kinerja organisasi. 

2. Kualitas input atau material, 
yang digunakan organisasi. 

3. Kualitas lingkungan fisik, (ke-
selamatan kerja, penataan 
ruang, dan kebersihan). 

4. Budaya organisasi, sebagai pola 
tingkah laku dan pola kerja yang 
ada dalam organisasi ber-
sangkutan. 

5. Kepemimpinan, upaya mengen-
dalikan anggota organisasi agar 
bekerja sesuai standar dan 
tujuan organisasi. 

6. Pengelolaan SDM, (kompensasi, 
imbalan, promosi). 
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Dari berbagai pengertian di 
atas dapat dipahami bahwa kinerja 
PNS merupakan keseluruhan hasil 
kerja dalam melaksanakan tugas 
pokoknya. Adapun mengukur ki-
nerja  PNS dapat dilihat dari be-
berapa aspek antara lain kemampu-
an/pengetahuan kemauan, peri-
laku/sikap, ketrampilan, motivasi, 
lingkungan, budaya, dan hubungan 
kerjanya. 

 
3. Pelayanan Publik 

Sebelum mendefinisikan me-
ngenai pelayanan publik, dijelaskan 
mengenai pengertian arti pelayan-
an. Definisi pelayanan secara sim-
pel diberikan oleh Ivancevich, 
Lorenzi, Skinner, Crosboy (dalam… 
Ratminto, 2005:2) bahwa pela-
yanan adalah produk-produk yang 
tidak kasat mata (tidak dapat 
diraba) yang melibatkan usaha-
usaha manusia dan menggunakan 
peralatan. Granroos menekankan 
bahwa pelayanan merupakan se-
suatu aktifitas atau serangkaian 
aktivitas yang tidak kasat mata 
yang terjadi sebagai akibat adanya 
interaksi antara konsumen dengan 
karyawan atau hal-hal lain yang 
disediakan oleh pemberi pelayanan 
yang dimaksudkan untuk memecah-
kan permasalahan konsumen/ 
pelanggan. Dari definisi di-atas 
dapat diketahui bahwa ciri pokok 
pelayanan adalah tidak kasat mata 
(tidak dapat diraba) dan melibat-
kan upaya manusia (karyawan) atau 
peralatan lain yang disediakan oleh 

perusahaan atau organisasi pe-
nyelenggara layanan. 

Sedang pelayanan publik yang 
sering disinonimkan dengan pela-
yanan umum atau pelayanan 
masyarakat, pengertiannya sebagai-
mana yang tertuang dalam Surat 
Keputusan MENPAN Nomor 63 
Tahun 2003 yaitu sebagai segala 
bentuk pelayanan yang dilaksana-
kan oleh instansi pemerintah di 
Pusat, di Daerah, dan di ling-
kungan BUMN, maupun BUMD dalam 
bentuk barang dan atau jasa, baik 
dalam rangka pemenuhan kebutuh-
an masyarakat maupun dalam rang-
ka pelaksanaan ketentuan per-
aturan undang-undang. Mengikuti 
definisi tersebut, pelayanan publik 
atau pelayanan umum dapat di-
definisikan sebagai segala bentuk 
jasa pelayanan, baik dalam bentuk 
barang publik maupun jasa publik 
yang pada prinsipnya menjadi 
tanggungjawab dan dilaksanakan 
oleh seluruh instansi pemerintah, 
dalam pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun pelaksanaan 
ketentuan undang undangan. 

Hakikat pelayanan publik ada-
lah pemberian pelayanan prima 
kepada masyarakat yang merupa-
kan perwujudan kewajiban apa-
ratur pemerintah sebagai pelayan 
masyarakat. Adapun asas-asas 
pelayanan sebagaimana tertuang 
dalam Surat Keputusan MENPAN 
Nomor 63 Tahun 2003, sbb: 

1. Transpalasi: bersifat terbuka, 
mudah dan dapat diakses oleh 
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semua fihak yang membutuhkan 
dan disediakan secara mewadahi 
serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas: dapat dipertang-
gungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan dalam perundang 
undangan. 

3. Kondisional: sesuai dengan kon-
disi dan kemampuan pemberi 
dan penerima pelayanan dengan 
tetap berpegang pada prinsip-
prinsip efensiensi dan efek-
tifitas. 

4. Partisipatif: mendorong peran-
serta masyarakat dalam pe-
nyelenggaraan pelayanan publik 
dengan memperhatikan aspirasi, 
kebutuhan, dan harapan masya-
rakat. 

5. Persamaan hak: tidak diskri-
minatif dalam memberikan pe-
layanan kepada masyarakat, 
artinya tidak membedakan suku, 
ras, agama, golongan, gender, 
dan sta-tus ekonomi. 

6. Keseimbangan hak dan kewa-
jiban: pemberi dan penerima 
pelayanan publik harus me-
menuhi hak dan kewajiban 
masing-masing pihak. 

Dalam penyelenggaraan pela-
yanan publik selain menerapkan 
asas-asas pelayanan juga perlu 
memperhatikan dan menerapkan 
prinsip, standar, pola penyeleng-
garaan, biaya, tingkat kepuasan 
masyarakat, pengawasan, penyele-
saian pengaduan sengketa, serta 
evaluasi penyelenggaraan pelayan-

an publik tersebut. Paling tidak ada 
10 prinsip yang harus dipenuhi 
dalam pelayanan publik: 

1. Kesadaran: prosedur pelayanan 
publik tidak berbelit-belit, 
mudah dipahami, dan mudah 
dilaksanakan. 

2. Kejelasan: yang mencakup pela-
yanan teknis dan administrasi, 
tanggung jawab dan penyelesai-
an keluhan/persoalan, serta 
rincian biaya dan tata cara 
pembayaran. 

3. Kepastian waktu: pelayanan 
publik diselesaiakan dalam 
waktu yang telah ditentukan. 

4. Akurasi: produk pelayanan 
publik harus diterima dengan 
benar, tepat, dan sah. 

5. Keamanan: proses dan produk 
pelayanan publik harus mem-
berikan rasa aman dan ke-
pastian hukum. 

6. Tanggung jawab: pimpinan atau 
pejabat yang ditunjuk harus 
bertanggung jawab atas pe-
nyelenggaraan pelayanan dan 
dalam penyelesaian keluhan/ 
persoalan. 

7. Kelengkapan prasarana dan 
sarana: tersedianya sarana, pra-
sarana, alat kerja, dan lainnya 
termasuk sarana telekomunikasi 
dan informasi. 

8. Kemudahan akses: tempat/ 
lokasi mudah dijangkau ma-
syarakat dan dapat meman-
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faatkan teknologi telekomu-
nikasi dan informasi. 

9. Kedisiplinan, kesopanan, ke-
ramahan, dan iklas dalam 
memberikan pelayanan. 

10.Kenyamanan: lingklungan pela-
yanan harus tertib, disediakan 
ruang tunggu yang nyaman, 
bersih, dan rapi. 

Ada hal yang sangat krusial 
dan essensial dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik adalah 
adanya kesetaraan hubungan antara 
masayarakat sebagai pengguna jasa 
pelayanan. Pelayanan publik akan 
menjadi baik atau berkualitas 
apabila masyarakat yang mengurus 
jenis pelayanan tertentu mem-
punyai posisi tawar (hak dan 
kewajiban pengguna jasa) yang 
sebanding dengan posisi tawar 
petugas pemberi layanan (prosedur 
dan profesionalisme pelayan). 
Dengan demikian masyarakat harus 
diberdayakan dan pemberi pelayan-
an dapat dikontrol secara terbuka, 
hal ini untuk membuktikan adanya 
kesetaraan antara hak pelayan 
dengan yang dilayani.  

 
 

F. KERANGKA PEMIKIRAN 
 
Penelitian ini membangun ke-

rangka pikir berdasarkan beberapa 
uraian teoritik diatas untuk mem-
permudah alur pikir secara sis-
tematis. Adapun alur pikirnya 
adalah pertama; apa-bila seorang 
PNS netral/tidak berpolitik maka 

kinerjanya akan baik/meningkat, 
artinya variabel kinerja sangat 
dipengaruhi oleh variabel netralitas 
PNS. Variabel kinerja terdiri dari  
dua indikator dominan, yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. 
Adapun indikator kinerja dari sisi 
internal, terdiri dari; (a) penge-
tahuan, bahwa seorang PNS harus 
tau dan memahami makna ne-
tralitas PNS, juga mengetahui 
tentang apa yang menjadi tugas 
pokoknya sebagai PNS. (b) ke-
mauan, adanya kemauan bagi PNS 
untuk melakukan pekerjaannya 
serta punya kemauan mentaati 
kebijakan netralitas. (c) kepenting-
an, PNS tidak boleh berafiliasi 
secara politis, baik terhadap 
pejabat politiknya maupun kepada 
partai politik. (d) perilaku, PNS 
harus punyai sikap, tingkah laku 
baik, bermoral, dan beretika.  

Sedangkan indikator kinerja 
dari sisi eksternal, terdiri dari; (a) 
motivasi, yang merupakan daya 
dorong bagi setiap PNS agar dapat 
mengerti betul tugas pokoknya se-
bagai pelayan publik. (b) lingkung-
an, merupakan faktor dominan 
yang sensitif mempengaruhi peri-
laku PNS. (c) budaya organisasi, 
ada kecenderungan bila PNS 
bekerja pada organisasi yang tidak 
baik, maka kinerja pegawai akan 
tidak inovatif dan sebaliknya. (d) 
hubungan kerja, adanya hubungan 
kerja antar PNS yang kondusif, baik 
dengan sesama teman, bawahan, 
maupun atasannya. Kedua; bila 
kinerja PNS dalam birokrasi peme-
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rintahan semua dilaksanakan secara 
baik, maka pelayanan publik yang 
diberikan PNS kepada masyarakat 
juga baik.  

Persepsi pemikiran diatas, 
bila semua variabel positif maka 
kinerja PNS akan tetap terjaga, dan 
akan menciptakan PNS yang pro-
fesional, jujur bertanggungjawab, 
dan adil. Namun juga sebaliknya 
bila semua variabel tersebut 
negatif maka kinerja PNS akan 
dinilai buruk. Berikut alur pemikir-
an yang menggambarkan dampak 
netralitas terhadap kinerja PNS dan 
pelayanan publik. 

 
Gambar 1. Kerangka Pikir  

Dampak Netralitas Terhadap 
Kinerja PNS, dan Pelayanan Publik 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

G. METODE PENELITIAN 
 
Dalam penelitian ini pendekat-

an yang digunakan adalah dengan 
metode gabungan antara pen-
dekatan kualitatif dan pendekatan 
kuantitatif. Pendekatan kualitatif 
digunakan untuk mendeskripsikan 
hasil pengukuran yang mengguna-
kan instrumen analisis statistik dari 
hasil pengolahan data secara kuan-
titatif melalui komputer dengan 
program SPSS. Namun yang lebih 
banyak digunakan adalah pen-
dekatan analisis deskriptif, untuk 
menjelaskan secara nyata atas 
fenomena dampak netralitas ter-
hadap kinerja PNS, dan sejauhmana 
kinerja PNS akan menghasilkan 
pelayanan publik yang baik. 

Sedangkan jenis penelitian ini 
adalah penelitian survai, yaitu 
penelitian yang mengambil sampel 
dari suatu populasi dan meng-
gunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpul data pokok (Singa-
rimbun & Effendi, 1995:3). Salah 
satu kegunaan penelitian survai 
adalah untuk maksud deskriptif, 
yaitu untuk pengukuran yang 
cermat terhadap fenomena sosial 
tertentu. Dalam penelitian survai 
informasi dikumpulkan dari respon-
den dengan menggunakan kuesio-
ner, sedangkan datanya dikumpul-
kan dari sampel atas populasi untuk 
mewakili seluruh populasi yang 
ada. 

Ruang lingkup penelitian ini 
adalah mengidentifikasi pendapat 
dari para responden yang banyak 
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mengetahui masalah netralitas PNS 
dan pelayanan publik. Adapun 
lokasi penelitian di lingkungan 
instansi pusat, yaitu; Biro Ke-
pegawaian Departemen Agama 
Pusat, sedangkan di lingkungan 
instansi daerah yaitu; Kantor Sekda 
dan Badan akepegawaian Daerah 
(BKD) Kota Medan, Kab. Karo, Prov. 
Jambi, Prov. Kepulauan Riau, Kota 
Tg. Pinang, Kab. Purwakarta, Kab. 
Garut, Kota Sukabumi, Prov. DIY, 
Kab. Sleman, Kab. Sidoharjo, Kota 
Tarakan, Prov. SulSel, Kota 
Makasar, Prov. Gorontalo, Prov. 
Papua, dan Kab. Sentani. 

Sesuai dengan topik dalam 
penelitian ini bahwa yang menjadi 
subyek penelitian adalah para PNS 
dan masyarakat pengguna layanan. 
Oleh karena itu unit analisisnya 
adalah individu PNS dan masyarakat 
pengguna layanan, yang diwakili 
dari daerah tersebut diatas. 

Penelitian ini menggunakan 
dua jenis data, yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer 
yaitu data yang ada hubungan 
langsung dengan masalah penelitian 
mutakhir berupa kuesioner dan 
transkip hasil wawancara yang 
diperoleh dari orang pertama, yaitu 
PNS dan masyarakat umum peng-
guna layanan. Sedangkan data 
sekunder diperoleh melalui do-
kumen, buku-buku, laporan ilmiah, 
undang undang, jurnal, majalah, 
koran, dll. 

Adapun teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan sampel 

yang ditentukan dan diambil dari 
semua populasi PNS di Indonesia. 
Teknik sampling yang digunakan 
adalah menggunakan sampling 
daerah (cluster sampling) untuk 
menentukan daerah penelitian.  
Sedangkan sampel yang diteliti 
(PNS dan masyarakat pengguna 
layanan) ditentukan secara stra-
tified random sampling, yaitu suatu 
teknik pengambilan sampel dengan 
cara membagi populasi kedalam 
kelompok-kelompok yang homogen 
yang disebut dengan strata, 
kemudian sampel diambil secara 
acak dari setiap strata tersebut 
(Sugiarto, 2003:73). Penelitian ini 
mengambil sampel dari populasi 
PNS di seluruh Indonesia yaitu; 
pejabat Eselon II, III, IV, dan Staf 
yang diambil secara acak dari 
Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Kemudian masyarakat umum dari 
pengguna jasa layanan KTP (di 
Kalurahan), Akte Kelahiran/kemati-
an (di Dinas Kependudukan), Ke-
pegawaian (di Kantor BKD), Kartu 
pencari kerja/AK.1 (di Dinas 
Tenaga Kerja) yang dilakukan pada 
da-erah sampling tersebut diatas. 
Sedangkan alat untuk pengumpul 
data dari responden meng-gunakan 
teknik kuesioner (questionary) dan 
wawancara langsung (interview 
guide).  

Proses analisis data dalam 
penelitian ini mengikuti model 
Milles dan Huberman (1992:16), 
yaitu melalui tiga jalur kegiatan: 
pertama, reduksi data; kedua, pe-
nyajian data; dan ketiga, penarikan 
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kesimpulan atau verifikasi. Reduksi 
data dapat diartikan sebagai proses 
pemilihan, penyederhanaan, peng-
abstrakan, dan transformasi data 
kasar yang muncul dari catatan-
catatan tertulis di lapangan. 
Penyajian data adalah merupakan 
kegiatan analisis data berupa 
penyusunan atau penggabungan 
dari kumpulan informasi yang mem-
berikan kemungkinan adanya pena-
rikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. Sedang penarikan kesim-
pulan atau verifikasi adalah tahap-
an analisis data untuk menguji ke-
benaran atau validitas data (Milles 
dan Huberman, 1992: 17-20). 

 
 

H. ANALISIS HASIL PENELITIAN 
 
Berdasarkan deskripsi dari 

analisis akan dijelaskan pada 
masing-masing unit indikator dari 
variabel yang mempengaruhi. Untuk 
melihat hubungan pengaruh netra-
litas terhadap kinerja PNS, ter-
dapat beberapa indikator seperti; 
pengetahuan, kemauan, kepenting-
an, dan perilaku PNS. Motivasi, 
lingkungan, budaya organisasi, dan 
hubungan kerja. Sedangkan varia-
bel netralitas dan variabel pe-
layanan publik masing-masing ter-
diri atas lima pertanyaan sebagai 
penggalian datanya.  

Adapun data dari responden 
yang dapat diolah sebagai sumber 
data utama berjumlah 278, se-
jumlah 180 berupa daftar kuesioner 
dari PNS dan 98 berupa catatan 

hasil wawancara dari masyarakat 
pengguna jasa pelayanan publik. 

Sistem penilaian jawaban 
responden dalam penelitian ini, 
menggunakan metode skor yang 
diperoleh dari beberapa pertanyaan 
pada masing-masing variabel. 
Adapun kategori penilaian akan 
dijadikan dalam lima (5) tingkatan, 
yaitu: sangat baik, baik, sedang, 
buruk, dan sangat buruk. Untuk 
mendapatkan lima tingkatan peni-
laian tersebut digunakan interval 
dari nilai tengah interval sebelum-
nya, hal ini dapat digunakan rumus 
sebagai berikut: 

 
Untuk penilaian terendah yaitu: 
 
900 + 2(900)   =  900 + 1800  = 2700  =  1350 
       2                      2                2 

Untuk penilaian tertinggi yaitu: 
 
4(900)+5(900)  =  3600+4500  = 8100  = 4050  
         2                      2              2 

Lebih jelasnya digambarkan inter-
val sebagai berikut: 

 
 

         Sangat Buruk    Buruk       Sedang        Baik       Sangat Baik           
 

 
       1350       2250     3150      4050  

         .       .      .     .     .     .      .     .      . 
      900          1800      2700      3600       4500 
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Tabel  Penilaian Terhadap  
Indikator-Indikator Penelitian  

Rentang 
Skor 

Frekue
nsi 

Klasifikasi 

> 1350 11 Sangat buruk 

1351  - 2250  63 buruk 

2251  - 3150 165 Sedang 

3151  - 4050 767 Baik 

> 4050 284 Sangat Baik 

Jumlah 1290  

Sumber: Pengolahan data. 
 

Berikut hasil analisis dari ber-
bagai pertanyaan yang dihimpun 
dari para responden; Dalam indika-
tor pengetahuan terdapat lima 
pertanyaan yang akan mengungkap 
sejauhmana PNS mempunyai pe-
ngetahuan atas kebijakan netralitas 
PNS, hasilnya sbb; 

Terhadap pertanyaan dalam setiap 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat saya (PNS) lakukan 
secara adil dan tidak diskriminatif.  
Sebanyak 101 atau 56,11% orang 
responden menjawab sangat sering, 
73 atau 40,56% orang responden 
menjawab sering, 4 atau 2,22% 
orang responden menjawab kadang-
kadang, 2 atau 1,11% orang res-
ponden menjawab tidak pernah, 
dan tidak ada satu pun atau 0% 
responden yang menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kebanyakan 
atau mayoritas responden dalam 
memberikan pelayanan kepada 

masyarakat selalu dilakukan secara 
adil dan tidak diskriminatif.  

Terhadap pertanyaan sebagai pe-
layanpublik, PNS bekerja secara 
profesional, jujur, adil, dan netral 
dari pengaruh semua golongan dan 
parpol”. Sebanyak 91 atau 50,56% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 86 atau 47,78% orang 
responden menjawab sering, 3 atau 
1,67% orang responden menjawab 
kadang-kadang, dan tidak ada satu 
pun atau 0% responden yang men-
jawab tidak pernah dan tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kebanyakan 
atau mayoritas responden selalu 
bekerja secara profesional, jujur, 
adil, dan netral dari pengaruh 
semua golongan dan parpol.  

Terhadap pertanyaan dalam 
menjalankan tugas, saya (PNS) 
mentaati setiap peraturan yang 
berlaku, termasuk netralitas PNS. 

Sebanyak 106 atau 58,89% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 72 atau 40,00% orang res-
ponden menjawab sering, 2 atau 
1,11% orang responden menjawab 
kadang-kadang, dan tidak ada satu 
pun atau 0% responden yang men-
jawab tidak pernah dan tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukan bahwa kebanyakan atau 
mayoritas responden dalam men-
jalankan tugasnya, selalu mentaati 
peraturan yang berlaku, termasuk 
netralitas PNS.  

Terhadap pertanyaan sebagai 
bagian dari birokrasi pemerintah 
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yang berkarier dalam PNS, saya 
(PNS) dilarang berpolitik praktis 
baik menjadi anggota maupun 
pengurus parpol.  

Sebanyak 114 atau 63, 33% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 52 atau 28,89% orang res-
ponden menjawab sering, 2 atau 
1,11% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 5 atau 2,78% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 7 atau 3,38% orang responden 
yang menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa kebanyakan atau mayoritas 
responden selalu dilarang ber-
politik praktis baik menjadi ang-
gota maupun pengurus parpol 
dalam instansinya.  

Terhadap pertanyaan sebagai 
PNS, memahami isi dan makna 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999, terutama Pasal 3 Tentang 
Netralitas PNS.  

Sebanyak 91 atau 50,56% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 72 atau 40,00% orang res-
ponden menjawab sering, 12 atau 
6,67% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 5 atau 2,78% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan tidak ada satu pun atau 0% 
responden yang menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa kebanyakan atau 
mayoritas responden yang ber-
jumlah 163 atau 90.56% selalu 
memahami isi dan makna dari 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999, terutama Pasal 3 Tentang 
Netralitas PNS. 

Adapun keseluruhan penilaian 
atas indikator pengetahuan ini di-
nyatakan dalam bentuk skor, pe-
nilaian yang diperoleh atas indi-
kator ini adalah sebagai berikut: 
dari total responden yang ber-
jumlah 180 orang PNS, sebanyak 
55,89% responden memberikan per-
nyataan sering sekali dengan skor 
2.515; sebanyak 39,44% responden 
memberikan pernyataan sering 
dengan skor 1.420; sebanyak 2,56% 
responden memberikan pernyatan 
kadang-kadang dengan skor 69; dan 
sisanya sebanyak 1,33% dan  0,78% 
responden dengan masing-masing 
skor 24 dan 7 memberikan per-
nyataan tidak pernah dan tidak 
pernah sekali. Total skor yang 
diperoleh atas indikator ini adalah 
sebesar 4035. Oleh karena total 
skor atas indikator ini  berada pada 
rentang skor antara 3151-4050, 
maka dapat disimpulkan bahwa 
pengetahuan yang dimiliki PNS 
(responden) adalah baik.  

Dalam indikator kemauan ter-
dapat lima pertanyaan yang akan 
mengungkap sejauhmana para res-
ponden PNS mempunyai kamauan 
untuk memahami netralitas PNS, 
hasilnya adalah sebagai berikut;  

Terhadap pertanyaan setiap 
ada kesempatan, berusaha untuk 
mengikuti sosialisasi masalah ne-
tralitas di tempat kerja atau 
instansi lainnya.  
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Sebanyak 14 atau 7,78% orang 
responden menjawab sangat sering, 
71 atau 39,44% orang responden 
menjawab sering, 71 atau 39,44% 
orang responden menjawab kadang-
kadang, 20 atau 11,11% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 4 atau 2,22% orang responden 
menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukan bahwa 
antara jawaban yang sering sekali 
dan sering mengikuti sosialisasi 
masalah netralitas PNS dengan yang 
kadang-kadang mengikuti sosialisasi 
masalah netralitas PNS hampir 
sama dengan perbandingan 47,22% 
dengan 39,44%. Hal ini menggam-
barkan bahwa terdapat komposisi 
yang hampir sama antara PNS yang 
sering mengikuti sosialisasi dengan 
PNS yang kadang-kadang mengikuti 
sosialisasi masalah netralitas PNS 
tersebut. Namun ada juga respon-
den sebanyak 20 atau 11,11% orang 
PNS yang tidak pernah dan se-
banyak 4 atau 2,22% orang PNS 
yang tidak pernah dan tidak pernah 
sama sekali mengikuti sosialisasi 
masalah netralitas PNS. Komposisi 
ini dapat dipahami bahwa masalah 
sosialisasi PNS belum sepenuhnya 
maksimal diikuti oleh mayoritas 
PNS. Artinya masalah sosialisasi 
kebijakan netralitas PNS kurang 
mendapatkan perhatian khusus dari 
para pimpinan instansi dalam 
mengikutkan stafnya untuk meng-
ikuti sosialisasi masalah kabijakan 
netralitas PNS tersebut. 

Terhadap pertanyaan sebagi 
bagian dari birokrasi pemerintah 

yang berkarier sebagai PNS, saya 
mengesampingkan dunia politik 
praktis. 

Sebanyak 80 atau 44, 44% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 74 atau 41,11% orang res-
ponden menjawab sering, 20 atau 
11,11% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 3 atau 1,67% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan dengan jumlah yang sama ada 
sebanyak 3 atau 1,67% orang res-
ponden yang menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukan bahwa mayoritas res-
ponden selalu mengesampingkan 
dunia politik prektis.  

Terhadap pertanyaan sebagai 
PNS, mempunyai komitmen dalam 
melaksanakan pekerjaan yang men-
jadi tugas pokok dan tanggung 
jawabnya. 

Sebanyak 121 atau 67, 22% 
orang responden menja wab sangat 
sering, 55 atau 30,56% orang res-
ponden menjawab sering, 4 atau 
2,22% orang responden menjawab 
kadang-kadang, dan tidak ada se-
orang respondenpun atau 0% yang 
menjawab tidak pernah dan tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukan bahwa mayoritas respon-
den selalu mempunyai komitmen 
dalam melaksanakan pekerjaan 
yang telah menjadi tugas pokok dan 
tanggung jawabnya.  

Terhadap pertanyaan berusaha 
semaksimal mungkin untuk me-
nyelesaikan setiap pekerjaan yang 
ditugaskannya. 
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Sebanyak 135 atau 75, 00% 
orang responden menja wab sangat 
sering, 42 atau 23,330% orang 
responden menjawab sering, 1 atau 
0,56% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 1 atau 0,56% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 1 atau 0,56% orang responden 
menjawab tidak pernah sama se-
kali. Hasil ini menunjukan bahwa 
mayoritas responden selalu ber-
usaha menyelesaikan setiap pe-
kerjaan yang ditugaskan kepada-
nya.  

Terhadap pertanyaan dalam 
melaksanakan pekerjaan, saya se-
lesaikan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan (tepat waktu). 

Sebanyak 71 atau 39, 44% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 98 atau 54,44% orang res-
ponden menjawab sering, 8 atau 
4,44% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 2 atau 1,11% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 1 atau 0,56% orang responden 
menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukan bahwa 
mayori tas responden selalu me-
nyelesaikan pekerjaan sesuai de-
ngan tepat waktu.  

Adapun keseluruhan penilaian 
atas indikator kemauan ini adalah 
sebagai berikut: dari total respon-
den yang berjumlah 180 orang PNS, 
sebanyak 46,78% responden mem-
berikan pernyataan sering sekali 
dengan skor 1785; sebanyak 37, 78% 
responden memberikan pernyataan 
sering dan skornya 1212; sebanyak 

11,56% responden memberikan per-
nyatan kadang-kadang dengan skor 
312; dan sisanya sebanyak 2,89% 
dan 1,00% responden dengan 
masing-masing skor 58 dan 21 mem-
berikan pernyataan tidak pernah 
dan tidak pernah sekali. Total skor 
yang diperoleh atas indikator ke-
mauan ini adalah sebesar 3388. 
Oleh karena total skor atas indi-
kator ini  berada pada rentang skor 
antara 3151-4050, maka dapat di-
simpulkan bahwa kemauan yang 
dimiliki PNS (responden) adalah 
baik. 

Dalam indikator kepentingan 
ini terdapat lima pertanyaan yang 
akan mengungkap sejauhmana para 
responden PNS mempunyai ke-
pentingan terhadap partai politik, 
hasil adalah sebagai berikut: 

Terhadap pertanyaan pada 
saat musim kampanye yang lalu, 
saya menghadiri kampanye dari 
salah satu partai politik peserta 
pemilu. 

Sebanyak 5 atau 2,78% orang 
responden menjawab sangat sering, 
5 atau 2,78% orang responden 
menjawab sering, 18 atau 10,00% 
orang responden menjawab kadang-
kadang, 60 atau 33,33% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 92 atau 51,11% orang res-
ponden menjawab tidak pernah 
sama sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden (PNS) 
pada saat saat musim kampanye 
tidak pernah lagi menghadiri kam-
panye dari salah satu partai politik 
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peserta pemilu, artinya kebayakan 
PNS tidak melakukan kegiatan po-
litik praktis.  

Terhadap pertanyaan di ling-
kungan kantor, pada saat pemilu 
ada yang mencalonkan sebagai 
anggota legislatif, Gubernur, Bu-
pati/Walikota”. 

Sebanyak 7 atau 3,89% orang 
responden menjawab sangat sering, 
12 atau 6,67% orang responden 
menjawab sering, 51 atau 28,33% 
orang responden menjawab kadang-
kadang, 54 atau 30,00% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 56 atau 31,11% orang res-
ponden menjawab tidak pernah 
sama sekali. Hasil ini menunjukan 
bahwa kebanyakan PNS dilingkung-
an kerjanya sudah jarang sekali PNS 
yang mencalonkan diri sebagai 
pejabat politik (anggota legislatif, 
Gubernur, Bupati/Walikota) kalau-
pun ada sudah mengikuti ketentuan 
yang berlaku.  

Terhadap pertanyaan sebagai 
manusia biasa, sebetulnya saya 
punya rasa fanatik terhadap salah 
satu golongan atau parpol tertentu. 

Sebanyak 9 atau 5,00% orang 
responden menjawab sangat sering, 
12 atau 6,67% orang responden 
menjawab sering, 79 atau 43,89% 
orang responden menjawab kadang-
kadang, 48 atau 26,67% orang res-
ponden menjawab tidak pernah, 
dan 29 atau 16,11% orang respon-
den menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukan bahwa 
antara yang  kadang-kadang dengan 

yang tidak pernah dan tidak pernah 
sama sekali menunjukan angka 
yang hampir seimbang yaitu 79 atau 
43,89% responden dengan 77 atau 
42,78% responden. Artinya bahwa 
antara PNS masih mempunyai rasa 
fanatik terhadap salah satu partai 
politik dengan yang tidak mem-
punyai rasa fanatik terhadap salah 
satu partai politik masih seimbang 
(hampir sama).  

Terhadap pertanyaan saat 
musim kampanye, Pimpinan Daerah 
(Gubernur, Bupati/Walikota) meng-
himbau kepada PNS agar meng-
hadiri  kampanye. 

Sebanyak 4 atau 2,22% orang 
responden menjawab sangat sering, 
6 atau 3,33% orang responden men-
jawab sering, 13 atau 7,22% orang 
responden menjawab kadang-
kadang, 74 atau 41,11% orang res-
ponden menjawab tidak pernah, 
dan 83 atau 46,11% orang respon-
den menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukan ke-
banyakan penilaian responden 
sudah jarang sekali ada Pimpinan 
Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) 

menghimbau kepada PNS untuk 
menghadiri  kampanye politik.  

Terhadap pertanyaan sebagai 
bagian dari keluarga, saya meng-
arahkan kepada suami/istri/anak 
untuk memilih salah satu parpol 
tertentu. 

Sebanyak 4 atau 2,22% orang 
responden menjawab sangat sering, 
12 atau 6,67% orang responden 
menjawab sering, 29 atau 16,11% 
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orang responden menjawab ka-
dang-kadang, 71 atau 39,77% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 64 atau 35,56% orang respon-
den menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukan bahwa 
sebagian besar responden sudah 
jarang sekali mengarahkan kepada 
suami/istri/anak untuk memilih 
salah satu parpol tertentu.  

Adapun keseluruhan penilaian 
atas indikator kepentingan ini ada-
lah sebagai berikut: dari total 
responden yang berjumlah 180 
orang PNS, sebanyak 3,22% res-
ponden memberikan pernyataan 
sering sekali dengan skor 29; se-
banyak 5,56 % responden mem-
berikan pernyataan sering dengan 
skor 100; sebanyak 21,11% respon-
den memberikan pernyatan kadang-
kadang dengan skor 570; sebanyak 
34,11% responden memberikan per-
nyataan tidak pernah dengan skor 
1228; dan sebanyak 36% responden 
memberikan pernyataan tidak per-
nah sama sekali dengan skor 1620. 
Total skor yang diperoleh atas 
indikator ini adalah sebesar 3547. 
Oleh karena total skor atas indi-
kator ini  berada pada rentang skor 
antara 3151-4050, maka dapat 
disimpulkan bahwa kepentingan 
yang dimiliki oleh PNS (responden) 
adalah baik, artinya mayoritas PNS 
sudah tidak berpolitik praktis.  

Dalam indikator perilaku ini 
ada lima pertanyaan yang akan 
mengungkap sejauhmana perilaku 
para responden PNS dalam me-

nyikapi kebijakan netralitas PNS, 
hasilnya sbb; 

Terhadap pertanyaan pegawai 
dilingkungan instansi saya, ber-
tindak disiplin dan patuh terhadap 
peraturan yang telah ditetapkan. 

Sebanyak 36 atau 20,00% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 105 atau 58,33% orang res-
ponden menjawab sering, 36 atau 
20,00% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 2 atau 
1,11% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan 1 atau 0,56% 
orang responden menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden menilai PNS di lingkungan 
kerjanya bertindak disiplin dan 
patuh terhadap peraturan yang 
telah ditentukan.  

Terhadap pertanyaan walau-
pun ada kesibukan lain di luar 
kantor, saya lebih mengutamakan 
tugas kantor dan menghindari ijin 
untuk meninggalkan kantor. 

Sebanyak 52 atau 28,89% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 108 atau 60,00% orang 
responden menjawab sering, 17 
atau 9,44% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 2 atau 1,11% 
orang responden menjawab tidak 
pernah, dan 1 atau 0,56% orang 
responden menjawab tidak pernah 
sama sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden meng-
utamakan tugas kantor dan meng-
hindari ijin untuk meninggalkan 
kantor. 
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Terhadap pertanyaan di ling-
kungan kantor saya, praktek 
hukum/peraturan dapat meng-
ubah perilaku para pegawai dan 
menambah kedisiplinan. 

Sebanyak 37 atau 20,56% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 101 atau 56,11% orang res-
ponden menjawab sering, 38 atau 
21,11% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 4 atau 
2,22% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan tidak ada res-
ponden yang menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa dilingkungan 
kerja dari para responden praktek 
hukum dan peraturan selalu dapat 
mengubah perilaku para pegawai 
dan dapat menambah kedisiplinan,  

Terhadap pertanyaan dalam 
menjalankan pekerjaan sehari-
hari, saya lebih mengutamakan 
tugas pokok dari pada tugas 
lainnya. 

Sebanyak 76 atau 42,22% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 89 atau 49, 44% orang 
responden menjawab sering, 8 
atau 4,44% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 4 atau 
2,22% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan 3 atau 1,67% 
orang responden menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini 
menunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden menjalankan pekerjaan 
sehari-hari, dan mengutamakan 
tugas pokoknya dari pada tugas 
yang lainnya.  

Terhadap pertanyaan pada 
musim pemilu yang lalu, saya 
menghindari kampanye dari salah 
satu partai politik. 

Sebanyak 89 atau 49,44% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 55 atau 30,56% orang res-
ponden menjawab sering, 12 atau 
6,67% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 12 atau 6,67% 
orang responden menjawab tidak 
pernah, dan 12 atau 6,67% orang 
responden menjawab tidak pernah 
sama sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden saat 
musim pemilu selalu menghindari 
kampanye dari partai politik.  

Adapun keseluruhan penilaian 
atas indikator perilaku ini adalah 
sebagai berikut: dari total respon-
den yang berjumlah 180 orang PNS, 
sebanyak 41,93% responden mem-
berikan pernyataan sering sekali 
dengan skor 1450; sebanyak 52, 
98% responden memberikan per-
nyataan sering dengan skor 1832; 
sebanyak 3,21% responden mem-
berikan pernyatan kadang-kadang 
dengan skor 111; sebanyak 1,39% 
responden memberikan pernyataan 
tidak pernah dengan skor 48; dan 
sisanya sebanyak 0,49% responden 
memberikan pernyataan tidak 
pernah sama sekali dengan skor 17. 
Total skor yang diperoleh atas indi-
kator ini adalah sebesar 3.458 Oleh 
karena total skor atas indikator ini  
berada pada rentang skor antara 
3151-4050, maka dapat disimpul-
kan bahwa perilaku yang dimiliki 
oleh PNS (responden) adalah baik.  
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Dalam indikator motivasi ter-
dapat lima pertanyaan yang akan 
mengungkap sejauhmana motivasi 
diberikan kepada para responden 
PNS untuk memahami kebijakan 
netralitas PNS, hasilnya adalah sbb: 

Terhadap pertanyaan pimpin-
an memberikan dorongan dan 
arahan, agar semua pegawai men-
jalankan tugas utamanya sebagai 
pelayan publik. 

Sebanyak 84 atau 46,67% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 83 atau 46,11% orang 
responden menjawab sering, 11 
atau 6,11% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 2 atau 
1,11% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan tidak ada res-
ponden yang menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa pimpinan dinilai 
oleh mayoritas responden selalu 
meberikan dorongan dan arahan 
kepadanya, agar menjalankan 
tugas utamanya sebagai pelayan 
publik.  

Terhadap pertanyaan kesadar-
an dalam melaksanakan peraturan 
dan tanggungjawab PNS, dilakukan 
oleh atasan secara terus menerus. 

Sebanyak 55 atau 30,56% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 96 atau 53,33% orang res-
ponden menjawab sering, 27 atau 
15,00% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 2 atau 1,11% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan tidak ada res-ponden yang 
menjawab tidak pernah sama 

sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas res-ponden 
menilai pimpinannya selalu 
memberikan kesadaran kepada 
bawahannya untuk mentaati per-
aturan.  

Terhadap pertanyaan pimpin-
an memberikan teguran kepada 
pegawai yang melanggar ketentuan 
perundang-undangan, termasuk 
masalah netralitas PNS. 

Sebanyak 35 atau 19,44% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 91 atau 50,56% orang res-
ponden menjawab sering, 47 atau 
26,11% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 6 atau 3,33% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 1 atau 0,56% orang responden 
menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden me-
nilai pimpinannya selalu memberi-
kan teguran kepada pegawai atau 
bawahannya yang melanggar ke-
tentuan undang-undang, termasuk 
masalah netralitas PNS.  

Terhadap pertanyaan apabila 
ada sosialisasi, penataran, atau 
diskusi masalah netralitas PNS, 
saya diikutkan menghadiri acara 
tersebut. 

Sebanyak 14 atau 7,78% orang 
responden menjawab sangat se-
ring, 51 atau 28,33% orang res-
ponden menjawab sering, 81 atau 
45,00% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 31 atau 17,22% 
orang responden menjawab tidak 
pernah, dan 3 atau 1,67% orang 
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responden menjawab tidak pernah 
sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden bila ada sosialisasi, pe-
nataran, atau diskusi masalah 
netralitas PNS, jarang diikutkan.  

Terhadap pertanyaan salah 
satu cara memotivasi PNS adalah 
dengan memberikan penghargaan, 
apakah instansi saudara melaku-
kannya. 

Sebanyak 31 atau 17,22% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 52 atau 28,89% orang 
responden menjawab sering, 69 
atau 38,33% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 26 atau 
14,44% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan 2 atau 1,11% 
orang responden menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan masing-masing kantor 
kadang-kadang melakukannya dan 
kadang-kadang jarang melakukan.  

Adapun keseluruhan penilaian 
atas indikator motivasi adalah se-
bagai berikut: dari total responden 
yang berjumlah 180 orang PNS, 
sebanyak 24,33% responden mem-
berikan pernyataan sering sekali 
dengan skor 1.095; sebanyak 
41,44% responden memberikan per-
nyataan sering dengan skor 1.492; 
sebanyak 26,11% responden mem-
berikan pernyatan kadang-kadang 
dengan skor 705; sebanyak 7,44% 
responden memberikan pernyataan 
tidak pernah dengan skor 134; dan 
sisanya sebanyak 0,67% responden 
memberikan pernyataan tidak 

pernah sama sekali dengan skor 6. 
Total skor yang diperoleh atas 
indikator ini adalah sebesar 3.432 
Oleh karena total skor atas indi-
kator ini  berada pada rentang skor 
antara 3101-4000, maka dapat di-
simpulkan bahwa pemberian moti-
vasi kepada PNS (responden) adalah 
baik.  

Dalam indikator lingkungan 
terdapat lima pertanyaan yang 
akan mengungkap sejauhmana 
pengaruh lingkungan responden PNS 
terhadap kebijakan netralitas PNS, 
hasilnya sbb; 

Terhadap pertanyaan saya 
mudah menyesuaikan dengan sua-
sana lingkungan serta hal-hal yang 
sifatnya baru 

Sebanyak 33 atau 18,33% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 101 atau 56,11% orang 
responden menjawab sering, 43 
atau 23,89% orang responden 
menjawab kadang-kadang, 2 atau 
1,11% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan 1 atau 0,56% 
orang responden menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kebanyakan 
para responden mudah sekali me-
nyesuaikan dengan suasana ling-
kungan dan hal-hal yang sifatnya 
baru.  

Terhadap pertanyaan saya 
terbiasa dengan suasana keluarga, 
kondisi tempat tinggal, karakter 
tetangga, dan juga tempat be-
kerja. 
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Sebanyak 42 atau 23,33% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 107 atau 59,44% orang res-
ponden menjawab sering, 26 atau 
14,44% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 5 atau 2,78% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan tidak ada responden yang 
menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan ke-
banyakan responden sudah terbiasa 
dengan suasana keluarga, kondisi 
tempat tinggal, karakter tetangga, 
dan juga bekerjanya.  

Terhadap pertanyaan dalam 
berbagai kesempatan (bermasya-
rakat, bekerja) saya berusaha me-
nempatkan diri pada posisi yang 
semestinya. 

Sebanyak 57 atau 31,67% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 112 atau 62,22% orang 
responden menjawab sering, 9 
atau 5,00% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 2 atau 
1,11% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan tidak ada res-
ponden yang menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini 
menunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden dalam berbagai kesempat-
an termasuk bermasyarakat selalu 
berusaha dan dapat menempatkan 
diri sesuai dengan keadaannya.  

Terhadap pertanyaan dalam 
mengikuti perkembangan zaman, 
ilmu pengetahuan dan teknologi, 
saya (PNS) berusaha untuk me-
nyesuaikanya. 

Sebanyak 52 atau 28,89% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 99 atau 55,00% orang 
responden menjawab sering, 29 
atau 16,11% orang responden 
menjawab kadang-kadang, dan 
tidak ada seorang respondenpun 
yang menjawab tidak pernah dan 
tidak pernah sama sekali. Hasil ini 
menunjukkan bahwa kebanyakan 
responden selalu mengikuti dan 
menyenyesuaikan perkembangan 
zaman, ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  

Terhadap pertanyaan saya 
berusaha menghilangkan rasa fana-
tisme pada salah satu partai 
politik, karena sebagai PNS saya 
dilarang berpolitik. 

Sebanyak 70 atau 38,89% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 82 atau 45,56% orang 
responden menjawab sering, 19 
atau 10,56% orang responden 
menjawab kadang-kadang, 6 atau 
3,33% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan 3 atau 1,67% 
orang responden menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini 
menunjukkan bahwa mayoritas 
responden selalu berusaha meng-
hilangkan rasa fanatisme pada 
salah satu parpol.  

Adapun keseluruhan penilaian 
atas indikator lingkungan ini adalah 
sebagai berikut; dari total res-
ponden yang berjumlah 180 orang 
PNS, sebanyak 28,22% responden 
memberikan pernyataan sering 
sekali dengan skor 1.270; sebanyak 
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55,67% responden memberikan per-
nyataan sering dengan skor 2.004; 
sebanyak 14,00% responden mem-
berikan pernyatan kadang-kadang 
dengan skor 378; sebanyak 1,67% 
responden memberikan pernyataan 
tidak pernah dengan skor 30; dan 
sisanya sebanyak 0,44% responden 
memberikan per-nyataan tidak 
pernah sama sekali dengan skor 4. 
Total skor yang diperoleh atas 
indikator ini adalah sebesar 3.686. 
Oleh karena total skor atas 
indikator ini  berada pada rentang 
skor antara 3151-4050, maka dapat 
disimpulkan bahwa kondisi ling-
kungan yang dimiliki oleh PNS 
(responden) adalah baik.  

Dalam indikator budaya orga-
nisasi ini terdapat lima pertanyaan 
yang akan mengungkap sejauhmana 
budaya organisasi dapat mem-
pengaruhi dalam melaksanakan 
kebijakan netralitas PNS, hasilnya 
sbb; 

Terhadap pertanyaan dalam 
melaksanakan kebijakan, instansi 
atau kantor selalu menyesuaikan 
perkembangan dari hal-hal yang 
baru. 

Sebanyak 60 atau 33,33% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 100 atau 55,56% orang 
responden menjawab sering, 20 
atau 11,11% orang responden men-
jawab kadang-kadang, dan tidak 
ada responden yang menjawab 
tidak pernah dan tidak pernah 
sama sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden me-

nilai instansinya selalu menyesuai-
kan perkembangan dari hal-hal 
yang baru.  

Terhadap pertanyaan para 
pimpinan berbuat fleksibel dalam 
menerapkan peratuaran yang telah 
ditetapkan oleh instansi/kantor. 

Sebanyak 28 atau 15,56% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 91 atau 50,56% orang res-
ponden menjawab sering, 57 atau 
31,67% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 4 atau 2,22% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan tidak ada responden yang men-
jawab tidak pernah sama sekali. 
Hasil ini menunjukkan bahwa ma-
yoritas responden menilai bahwa 
pimpinannya selalu fleksibel dalam 
menerapkan peratuaran yang telah 
ditetapkan.  

Terhadap pertanyaan apabila 
timbul konflik dalam organisasi 
kantor atau antar pegawai), di-
selesaikan dengan jalan musya-
warah. 

Sebanyak 47 atau 26,11% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 102 atau 56,67% orang res-
ponden menjawab sering, 23 atau 
12,78% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 8 atau 4,44% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan tidak ada responden yang men-
jawab tidak pernah sama sekali. 
Hasil ini menunjukkan bahwa ma-
yoritas responden menilai bila ada 
konflik dikantor selalu diselesaikan 
dengan musyawarah.  
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Terhadap pertanyaan dalam 
berbagai kesempatan, saya dan 
teman-teman berdiskusi dan ber-
dialog masalah penyelesaian pe-
kerjaan. 

Sebanyak 51 atau 28,33% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 92 atau 51,11% orang 
responden menjawab sering, 36 
atau 20,00% orang responden 
menjawab kadang-kadang, 1 atau 
0,56% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan tidak ada res-
ponden yang menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden dalam berbagai kesempat-
an, selalu berdiskusi dan berdialog 
dengan teman-temannya mengenai 
masalah pekerjaan.  

Terhadap pertanyaan semen-
jak reformasi bergulir, beberapa 
perubahan dan penataan organisasi 
telah dilakukan oleh kantor saya. 

Sebanyak 46 atau 25,56% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 98 atau 54,44% orang 
responden menjawab sering, 30 
atau 16,67% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 6 atau 
3,33% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan tidak ada 
responden yang menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden menilai bahwa semenjak 
reformasi selalu dilakukan per-
ubahan dan penataan pada orga-
nisasi kantornya.  

Adapun keseluruhan penilaian 
atas indikator budaya organisasi ini 
akan dinyatakan dalam bentuk 
skor, penilaian yang diperoleh atas 
indikator ini adalah sebagai be-
rikut: dari total responden yang 
berjumlah 180 orang PNS, se-
banyak 25,78% responden mem-
berikan pernyataan sering sekali 
dengan skor 1.160; sebanyak 
53,67% responden memberikan 
pernyataan sering dengan skor 
1.932; sebanyak 18,44% responden 
memberikan pernyatan kadang-
kadang dengan skor 498; sebanyak 
2,11% responden memberikan 
pernyataan tidak pernah dengan 
skor 38; dan responden yang 
memberikan per-nyataan tidak 
pernah sama sekali tidak ada atau 
0%. Total skor yang diperoleh atas 
indikator ini adalah sebesar 3.628 
Oleh karena total skor atas 
indikator ini  berada pada rentang 
skor antara 3151-4050, maka dapat 
disimpulkan bahwa budaya orga-
nisasi yang ada pada instansi PNS 
(responden) adalah baik.  

Dalam indikator hubung-an 
kerja ini terdapat lima pertanyaan 
yang akan mengungkap hubungan 
kerja para responden PNS ber-
kaitan dengan kebijakan netralitas 
PNS, hasilnya sbb; 

Terhadap pertanyaan pim-
pinan memberikan arahan dan 
teladan, agar pegawai berkonsen-
trasi pada tugasnya masing-masing. 

Sebanyak 66 atau 36,67% 
orang responden menjawab sangat 
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sering, 91 atau 50,56% orang res-
ponden menjawab sering, 13 atau 
7,22% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 6 atau 3,33% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan 4 atau 2,22% orang responden 
menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas menilai bahwa 
pimpinannya selalu memberikan 
arahan dan teladan, agar semua 
pegawai berkonsentrasi pada 
tugasnya.  

Terhadap pertanyaan dalam 
menyelesaikan tugas pekerjaan, 
saya senantiasa menjalin kerja 
sama dengan unit yang terkait. 

Sebanyak 70 atau 38,89% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 97 atau 53,89% orang res-
ponden menjawab sering, 4 atau 
2,22% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 6 atau 3,33% orang 
responden menjawab tidak pernah,  
dan 3 atau 1,67% orang responden 
menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden dalam 
menyelesaikan tugasnya selalu 
menjalin kerja sama dengan unit-
unit yang terkait.  

Terhadap pertanyaan bila ada 
kesulitan pekerjaan, saya berusaha 
untuk berdiskusi dengan teman 
sekerja disamping meminta pe-
tunjuk atasan. 

Sebanyak 73 atau 40,56% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 82 atau 45,56% orang res-
ponden menjawab sering, 17 atau 

9,44% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 4 atau 2,22% orang 
responden menjawab tidak pernah,  
dan 4 atau 2,22% orang responden 
menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden bila 
ada kesulitan dalam pekerjaan 
selalu berdiskusi dengan teman 
sekerja dan atasannya.  

Terhadap pertanyaan sebagai 
pejabat politik, Kepala Daerah 
(Gubernur, Bupati/Walikota) lebih 
mengutamakan kepentingan umum 
dari pada kepentingan politik. 

Sebanyak 69 atau 38,33% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 78 atau 43, 33% orang 
responden menjawab sering, 22 
atau 12,22% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 6 atau 
3,33% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan 5 atau 2,78% 
orang responden menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden menilai bahwa pejabat 
politiknya (Menteri, Gubernur, 
Bupati, Walikota) selalu meng-
utamakan kepentingan umum dari 
pada kepentingan politiknya.  

Terhadap pertanyaan sewaktu 
menghadiri rapat atau pertemuan 
partai Gubernur, Bupati, Walikota 
tidak didampingi atau mengajak 
para pejabat kantor (PNS). 

Sebanyak 31 atau 17,22% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 47 atau 26,11% orang res-
ponden menjawab sering, 39 atau 
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21,67% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 43 atau 
23,89% orang responden menjawab 
tidak pernah, dan ada 20 atau 
11,11% orang responden menjawab 
tidak pernah sama sekali. Hasil 
menunjukkan bahwa masih ada 
pejabat politiknya sewaktu meng-
hadiri pertemuan partainya ka-
dang-kadang didampingi/mengajak 
pejabat kantor, namun ada juga 
yang tidak didampingi/mengajak 
para pejabat kantornya.  

Adapun keseluruhan penilaian 
atas indikator hubungan kerja 
adalah sbb; dari total responden 
yang berjumlah 180 orang PNS, 
sebanyak 34,33% responden mem-
berikan pernyataan sering sekali 
dengan skor 1.145; sebanyak 
43,89% responden memberikan per-
nyataan sering dengan skor 1.330; 
sebanyak 10,56% responden mem-
berikan pernyatan kadang-kadang 
dengan skor 285; sebanyak 7,22% 
responden memberikan pernyataan 
tidak pernah dengan skor 228; dan 
sisanya sebanyak 4,00% responden 
memberikan pernyataan tidak per-
nah sama sekali dengan skor 136. 
Total skor yang diperoleh atas 
indikator ini adalah sebesar 3.124. 
Oleh karena total skor atas indi-
kator ini  berada pada rentang skor 
antara 2251-3150, maka dapat 
disimpulkan bahwa hubungan kerja 
yang dimiliki antar PNS (responden) 
adalah sedang.  

Dalam variabel pelayanan pu-
blik ini terdapat lima pertanyaan 
yang akan mengungkap PNS dalam 

memberikan pelayanan kepada ma-
syarakat, hasilnya sebagai berikut; 

Terhadap pertanyaan dalam 
bekerja saya berpakaian sopan dan 
rapi, dan itu saya lakukan setiap 
harinya pada saat pergi ke kantor. 

Sebanyak 125 atau 69,44% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 51 atau 28,33%  orang res-
ponden menjawab sering, 2 atau 
1,11% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 2 atau 1,11% orang 
responden menjawab tidak pernah, 
dan tidak ada seorangpun atau 0% 
orang responden yang menjawab 
tidak pernah sama sekali. Hasil ini 
menunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden dalam bekerja selalu 
berpakaian sopan dan rapi, dan itu 
mereka lakukan setiap harinya 
pada saat mereka pergi ke kantor.  

Terhadap pertanyaan sebelum 
memberikan pelayanan, terlebih 
dahulu saya menyapa kepada 
mereka dengan senyum dan ke-
ramahan. 

Sebanyak 95 atau 52,78% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 78 atau 43,33%  orang 
responden menjawab sering, 5 
atau 2,78% orang responden men-
jawab kadang-kadang, 1 atau 
0,56% orang responden menjawab 
tidak pernah,  dan 1 atau 0,56% 
orang responden menjawab tidak 
pernah sama sekali. Hasil ini me-
nunjukkan bahwa mayoritas res-
ponden sebelum memberikan pe-
layanan, terlebih dulu menyapa 
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kepada yang mereka layani dengan 
senyum dan keramahan.  

Terhadap pertanyaan dalam 
memberikan pelayanan, saya laku-
kan secara profesional dan tidak 
diskriminatif kepada semua pe-
langgan. 

Sebanyak 96 atau 53,33% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 81 atau 45,00% orang 
responden menjawab sering, 3 
atau 1,67% orang responden men-
jawab kadang-kadang, dan tidak 
ada satu pun atau 0% orang 
responden yang menjawab tidak 
pernah dan tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden dalam 
memberikan pelayanan, selalu 
mereka lakukan secara profesional 
dan tidak diskriminatif kepada 
semua pelanggan.  

Terhadap pertanyaan kepada 
pelanggan layanan, saya berikan 
informasi secara jelas dan trans-
paran sesuai dengan perminta-
annya. 

Sebanyak 85 atau 47,22% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 85 atau 47,22%  orang 
responden menjawab sering, 10 
atau 5,56% orang responden 
menjawab kadang-kadang, dan 
tidak ada satu pun atau 0% orang 
responden yang menjawab tidak 
pernah dan tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden dalam 
melayani tamu yang datang 
dikantornya, selalu memberikan 

informasi secara jelas dan trans-
paran sesuai dengan perminta-
annya.  

Terhadap pertanyaan setiap 
terjadi ketidakpuasan (complain) 
dari pelanggan, saya berusaha 
merespon dan membantu me-
nyelesaikannya. 

Sebanyak 76 atau 42,22% 
orang responden menjawab sangat 
sering, 98 atau 54,44%  orang res-
ponden menjawab sering, 1 atau 
0,56% orang responden menjawab 
kadang-kadang, 4 atau 2,22% orang 
responden menjawab tidak pernah,  
dan 1 atau 0, 56% orang responden 
menjawab tidak pernah sama 
sekali. Hasil ini menunjukkan 
bahwa mayoritas responden dalam 
setiap terjadi ketidakpuasan (com-
plain) dari pelanggan, selalu ber-
usaha merespon dan membantu 
menyelesaikannya.  

Adapun keseluruhan penilaian 
atas variabel pelayanan publik ini 
adalah sebagai berikut: dari total 
responden yang berjumlah 180 
orang PNS, sebanyak 53,00% res-
ponden memberikan pernyataan 
sering sekali dengan skor 2.385; 
sebanyak 43,67% responden mem-
berikan pernyataan sering dengan 
skor 1572; sebanyak 2,33% res-
ponden memberikan pernyatan 
kadang-kadang dengan skor 63; 
sebanyak 0,78% responden mem-
berikan pernyataan tidak pernah 
dengan skor 14; dan sisanya 
sebanyak 0,22% responden mem-
berikan pernyataan tidak pernah 
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sama sekali dengan skor 2. Total 
skor yang diperoleh atas indikator 
ini adalah sebesar 4.036. Oleh 
karena total skor indikator ini  
berada pada rentang skor 3150-
4050, maka dapat disimpulkan 
bahwa pelayanan publik yang 
diberikan PNS (responden) adalah 
baik.  

Berikut hasil pengolahan data 
atas jawaban/penilaian responden 
non PNS (masyarakat pengguna 
jasa layanan PNS) tentang ke-
puasan terhadap pelayanan publik. 

Terhadap pertanyaan kera-
mahan dalam memberikan pe-
layanan, dari total responden yang 
berjumlah 98 orang: 

Sebanyak 29 orang responden 
atau 29,59% menjawab sangat 
puas, 59 orang responden atau 
60,20% menjawab puas, 9 orang 
responden atau 9,18% menjawab 
biasa-biasa, 1 orang responden atau 
1,02% menjawab tidak puas, dan 
tidak ada satu pun atau 0% orang 
yang menjawab sangat tidak puas. 
Hasil ini menunjukan bahwa ke-
banyakan masyarakat merasa puas 
dan sangat puas atas keramahan 
PNS pada saat memberikan pe-
layanan. 

Terhadap pertanyaan kesedia-
an dan kepedulian membantu anda, 
sebanyak 17 orang responden atau 
17,35% menjawab sangat puas, 70 
orang responden atau 71,43% men-
jawab puas, 11 orang responden 
atau 11,22% menjawab biasa-biasa, 
dan tidak ada satupun atau 0% 

orang responden yang menjawab 
tidak puas dan sangat tidak puas. 
Hasil ini menunjukan bahwa ke-
banyakan masyarakat merasa puas 
dan sangat puas kepada PNS atas 
kesediaan membentu pada saat 
memberikan pelayanan. 

Terhadap pertanyaan respon-
den atas keluhan, sebanyak 22 
orang responden atau 22,45% men-
jawab sangat puas, 48 orang 
responden atau 48. 98% menjawab 
puas, 26 orang responden atau 
26,53% menjawab biasa-biasa, dan 
masing-masing 1 orang responden 
atau 1,02% menjawab tidak puas 
dan sangat tidak puas. Hasil ini 
menunjukan bahwa kebanyakan 
masyarakat merasa puas dan sangat 
puas kepada PNS atas respon 
mereka saat mendapatkan pela-
yanan. 

Terhadap pertanyaan penge-
tahuan, keahlian, ketrampilan pe-
layan, sebanyak 15 orang res-
ponden atau 15,31% menjawab 
sangat puas, 59 orang responden 
atau 60,20% menjawab puas, 24 
orang responden atau 24,49% men-
jawab biasa-biasa, dan tidak ada 
satu pun atau 0% orang responden 
yang menjawab tidak puas dan 
sangat tidak puas. Hasil ini menun-
jukan bahwa kebanyakan masya-
rakat merasa puas dan atas 
pengetahuan, keahlian, dan ke-
trampilan PNS pada saat mem-
berikan pelayanan. 

Terhadap pertanyaan ketepat-
an waktu dalam memberikan pe-
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layanan, sebanyak 15 orang res-
ponden atau 15,31% menjawab 
sangat puas, 60 orang responden 
atau 61,22% menjawab puas, 21 
orang responden atau 21,43% 
menjawab biasa-biasa, dan masing-
masing 1 orang responden atau 
1,02% menjawab tidak puas dan 
sangat tidak puas. Hasil ini menun-
jukan bahwa kebanyakan masya-
rakat merasa puas dan atas ke-
tepatan PNS pada saat mem-
berikan pelayanan. 

Terhadap pertanyaan aturan 
dan prosedur pelayanan, sebanyak 
10 orang responden atau 10,20% 
menjawab sangat puas, 65 orang 
responden atau 66,33% menjawab 
puas, 22 orang responden atau 
22,45% menjawab biasa-biasa, 1 
orang responden atau 1,02% men-
jawab tidak puas, dan tidak ada 
satu pun atau 0% orang responden 
yang menjawab sangat tidak puas. 
Hasil ini menunjukkan bahwa ke-
banyakan masyarakat merasa puas 
atas aturan dan prosedur pelayanan 
dalam instansi (pemerintah) pada 
saat memberikan pelayanan. 

Terhadap pertanyaan persya-
ratan teknis dan administrasi pe-
layanan, sebanyak 13 orang res-
ponden atau 13,27% menjawab 
sangat puas, 54 orang responden 
atau 55,10% menjawab puas, 30 
orang responden atau 30,61% men-
jawab biasa-biasa, 1 orang respon-
den atau 1,02% menjawab tidak 
puas, dan tidak ada satu pun atau 
0% orang responden yang menjawab 
sangat tidak puas. Hasil ini menun-

jukan bahwa kebanyakan masya-
rakat merasa puas dan sangat puas 
atas persyaratan teknis dan ad-
ministrasi pelayanan dalam instansi 
PNS (pemerintah) pada saat mem-
berikan pelayanan. 

Terhadap pertanyaan keter-
sediaan sarana dan prasarana, 
sebanyak 11 orang responden atau 
11,22% menjawab sangat puas, 36 
orang responden atau 36,73% men-
jawab puas, 49 orang responden 
atau 50,00% menjawab biasa-biasa, 
2 orang responden atau 2,04% 
menjawab tidak puas, dan tidak 
ada satu pun atau 0% orang res-
ponden yang menjawab sangat 
tidak puas. Hasil ini menunjukan 
bahwa kebanyakan masyarakat me-
nilai biasa-biasa saja atas sarana 
dan prasarana yang disediakan PNS 
pada saat memberikan pelayanan. 

Terhadap pertanyaan prosedur 
antri dan kenyamanan ruang tung-
gu, sebanyak 12 orang responden 
atau 12,24% menjawab sangat 
puas, 45 orang responden 45,92% 
menjawab puas, 39 orang respon-
den atau 39,80% menjawab biasa-
biasa, 2 orang responden atau 
2,04% menjawab tidak puas, dan 
tidak ada satu pun atau 0% orang 
responden yang menjawab sangat 
tidak puas. Hasil ini menunjukan 
bahwa kebanyakan masyarakat me-
rasa puas dan sangat puas atas 
prosedur antri dan kenyamanan 
yang diberikan PNS pada saat mem-
berikan pelayanan. 
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Terhadap pertanyaan kese-
suaian antara biaya yang di-
tentukan dengan kenyataan, se-
banyak 12 orang responden atau 
12,24% menjawab sangat puas, 52 
orang responden atau 53,06% men-
jawab puas, 32 orang responden 
32,65% menjawab biasa-biasa, 2 
orang responden atau 2,04% men-
jawab tidak puas, dan tidak ada 
satu pun atau 0% orang responden 
yang menjawab sangat tidak puas. 
Hasil ini menunjukan bahwa ke-
banyakan masyarakat merasa puas 
dan sangat puas atas kesesuaian 
biaya yang telah ditetapkan oleh 
PNS pada saat memberikan pe-
layanan. 

Adapun keseluruhan penilaian 
atas variabel respon masyarakat 
terhadap pelayanan publik ini akan 
dinyatakan dalam bentuk skor, pe-
nilaian yang diperoleh atas variabel 
ini adalah sebagai berikut: dari 
total responden yang berjumlah 
180 orang PNS, sebanyak 20,61 
prosen memberikan penyataan 
sangat puas dengan skor 780; 
sebanyak 57,91 prosen responden 
memberikan pernyataan puas dan 
skor 2192; sebanyak 20,85 prosen 
responden memberikan pernyatan 
biasa-biasa dengan skor 789; dan 
sisanya sebanyak 0,58 prosen dan 
0,05 prosen responden memberikan 
pernyataan tidak puas dan sangat 
tidak puas dengan skor 22 dan 2. 
Total skor yang diperoleh atas 
indikator ini adalah sebesar 3785. 
Oleh karena total skor atas indi-
kator ini  berada pada rentang skor 

antara 3431-4410, maka dapat di-
simpulkan bahwa respon masya-
rakat terhadap pelayanan publik 
adalah baik.  

 
 

I. PENUTUP 
 
1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pem-
bahasan dapat disimpulkan, 
bahwa: 

a. Dampak netralitas terhadap ki-
nerja PNS dapat dikatakan baik 
(bernilai positif), artinya dengan 
diberlakukan kebijakan netrali-
tas, kinerja PNS mengalami pe-
ningkatan. Kemudian PNS secara 
mayoritas tidak lagi berafiliasi 
pada partai politik (berpolitik 
praktis).  

b. Kinerja PNS secara mayoritas di-
nilai oleh para responden telah 
menghasilkan mutu pelayanan 
publik yang baik. Artinya, se-
menjak diberlakukan kebijakan 
netralitas PNS, mutu pelayanan 
publik mengalami peningkatan. 

 

2. Saran 

a. Dengan diterapkannya kebijakan 
netralitas PNS, maka semua PNS 
harus menjalankan komitmen 
tersebut, disamping itu kepada 
seluruh parpol agar ikut men-
jamin keutuhan, kekompakan, 
dan persatuan PNS. Hal ini di-
maksudkan agar PNS dapat me-
musatkan pada kinerjanya, per-
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hatian, pikiran, dan tenaganya 
sebagai pelayan publik. 

b. Untuk lebih meningkatkan ki-
nerja PNS terhadap pelayanan 
publik; pertama, seharusnya di-
berikan kebijakan nyata yang 
mengarah pada terjaminnya ke-
sejahteraan, kedua secara non 
finansial, adanya perubahan sis-
tem penggajian PNS, adanya 
penghargaan (reward) yang 
nyata, pembarian kenaikan 
pangkat, dan lain-lain. 

c. Hasil penelitian ini agar dijadi-
kan sebagai dasar rumusan 
untuk menganalisis dan menyu-
sun kebijakan/aturan netralitas 
PNS secara normatif untuk men-
ciptakan tata pemerintahan 
yang baik (good governance).  
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